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Republik Indonesia Nomor 3502);

Perkoperasian ((Lembaran
Tahun 1992 Nomor 116,

25 Tahun 1992 ten tang
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara

Nomor4. Undang-Undang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentan~ Perbankan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentan~ Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

suatu lernbaga penjaminan kredit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah ten tang Pembentukan Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

melalui sumber-sumberdari perbankan dan Zatau
pembiayaan lainnya;

b. bahwa agar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan
dan/atau surnber-surnber pembiayaan lainnya dibutuhkan

Mengingat

Menimbang a. bahwa dalam rangka rnenumbuhkembangkan potensi
perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan

PENGANR_AHMATTVHANYANGMAMAE..SA

GUBERNUR SUMATERASELATAN,

PERATURANDAE.RAHPROVJNSJSV.MAT~M S~~J\l)\'N
NOMOR 9 TAHUN20J2

TE.NTA.NG

PEMBENTUKANPERSEROANTERBATASPENJAMINAN
KREDITDAERAHPROVlNSISUMAT.E.AAS~.kJ\T..J\N
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

20 Tahun 2008 tentangNomor9, Undang-Undang

8, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4400);

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4901);

Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara
1999 Nomor 66, Tambahan

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

- 2 -
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3591);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 =v=s
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4812) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011
ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 ten tang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara .Republik indonesia Nomor
5261);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga
Penjaminan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da1am
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222jPMK.010j2008
ten tang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan
Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.QI0j2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.OIO/2008 tentang Perusahaan
Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang
Kredit;

- 3 -
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R. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-rneminjam antara Lembaga Keuangan

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak perninjam untuk
melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga.

7. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit

Pi3.eT?-hprovjm,j Sumatera $e}amP..

6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas
pernenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau
Petnbiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yan~
bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok
melakukan penjaminan kredit.

3. Pernerintah Provinsi !3.d~ah P~m~ripiM Pf9yjn~j $U.IDat!':fa
Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur SUIDat(;)raS~JatAA,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Provinsi adalah Provjnsi $UID?,t~ra $~latAA,

SA);! J
KETENT~AN ~MVM

Pasal l

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN

TgRBATAS PgNJAMJNAN ~.QJT PA.~MH PRQVJNSJ
SUMATgRA SEl-ATAN.

dap
GUBgRNUR S~MATEM SE1ATAN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPgRWAIgLAN RAKYATP.A~RAH

PROVJN$J $VMATI:;,RASI:;1ATAN

-4-
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16. Auditor Independent adalah Auditor yang berpraktik dalam
Akuntan Publik yang melakukan fungsi pengauditan atas
laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan,

17. Subrograsi adalah peralihan hak tagih dari Penerima
Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima .Jaminan
menerima pembayaran Klaimdari Penjamin.

18. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk
mengukur kemampuan Penjamin atau Penjamin Ulang

dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan
Ulang.

12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit
dan / atau Pernbiayaan dad Lembaga Keuangan atau di luar
Lernbaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik

perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha

suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK)serta kelornpokusaha pertanian,

13. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disingkat SP adalah

bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada
penerima jaminan atas kewajiban Terjarnin.

14. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP
adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari
Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.

15. Klaimadalah tuntutan pembayaran oJeh Penerima Jaminan
kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat
memenuhi kewajibannya sesuai dengan pet;janJian atau
tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang,
yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada
Penerima .Jaminan.

II. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar

Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit danj'atau
Pembiayaan kepada Terjamin.

!

9. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya

disebut pembiayaan adalah pernbiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan,

10. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran
atau hukurn islam.

- 5 -
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(1) Kegiatan Usaha Penjarninan Kreclitdilakukan oleh Penjamin
melalui pemberian jasa penjarninan dalam bentuk
penjaminan kredit.

J;3A,B V

I\EGI!\TAN '()$AHA
rasal ;>

(J) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjarninan Kredit Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya
untuk meningkatkan kernampuan pendanaan dan
memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Provinsi.

(2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah adaJah :
a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi; dan
c. meningkatkan sumber Peridapatan AsliDaerah.

BA.131V
MAKSUPDANTVJVI\,N

Pasal A

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berkedudukan
dan berkantor pusat di Palembang sebagai ibukota Provinsi dan
dapat membuka Kantor Cabang, dan melakukan usaha lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

SAS HI
T.E:MPAT.K.E.DVPVKAN

pasa13

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah.

(2) Gubernur diberi wewenang untuk mernproses pendirian
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SA13 H
PE:MSENTVKAN

Pasal ~

- 6 -
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(1)Penjamin wajib men)aga aspek permodalan, aspek
likuiditas, aspek solvabilitas dan aspek rentabilitas
Iikuiditasnya,

a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada
anggotanya ;

b. penjaminan kredit dan Zatau pinjaman program kernitraan
yang disa!urkan badan usaha rnilik negara dalam rangka
program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);

c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan
gadai dan fidusia ;

d. penJaminan atas surat utang;
e. penjaminan transaksi dagang:
f. penjaminan pengadaan barang danjataujasa (suretv bond);

g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi];

h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
L penjaminan letter of credit (Lie);
j. penjaminan kepabeanan (custom bond);

k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha
Penjaminan ;

L penyediaan Informasi (database) terjamin terkait dengan
kegiatan usaha Penjaminan; dan/ atau

m. penjaminan lainnya setelah rnernperoleh persetujuan
Menteri.

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 5, Penjamin dapat melakukan us aha
lain antara lain :

(2) Penjamin menan~~ng pembayaran atas kewajiban

finansial dari Terjarnin kepada Penerima .Jaminan apabila
Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati,

(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat
dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri.

- 7 -
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( 1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern
de'ngan pengendalian pimpinan yan~ memiliki kompetensi,
profesional dan berintegritas.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi
masing-masing terdiri dari paling sedikit 2 (dua) oranl?
profesional dan berintegritas.

(3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan,
tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur
pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
daJam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,

(4) Untuk pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

(5) Pengangkatan Dewan Kornisaris dan Dewan Direksi
berdasarkan rekornendasi ha~.iJ g!trj Dewan .PerwakjJan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk
direkomendasikan kepada Gubernur berdasarkan hasil
penjaringan yang dilakukan oleh Tim Independen,

(7) Tim Independen yang dimaksud pada ayat (6) dibentuk
berdasarkan Keputusan Gubemur yang unsur-unsumya

disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan yang berlaku,

eA~VJ
P~NO.I:;101.AAN

Pasal §

(2)Untuk menjaga aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam
bentuk:
a. deposito pada bank;
b. sural berharga negara danj atau surat berharga s!:Jari'ah

Negara;
c. surat berharga danl atau surat berharga syari'ah yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d. obligasi koorporasi darr/atau sukuk korporasi yang

masuk peringkat investasi (invesment grade);
e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
f. teksanada dan Iatau reksanada s!;Iari'ah; danj atau
g. penyertaan langsung pada Penjarnin Ulang.

- ~ -
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(1) Penjamin dilarang :
a. memberikan pinjaman ;
b. menerima pinjaman ; atau
c. melakukan penyertaan langsung.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan
re~trukturlsasi penjaminan bagi usaha mikro, keeil dan
menengah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikecualikan basi penjamin yang menerima pinja.man
dalam bentuk obligasi wajib konversi.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dikeeualikan bagi penjaminan dalam rangka penyertaan
pada penjamin ulang.

(5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan pinjaman,
menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung
akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(6) Batasan kredit diberlakukan kepada usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi yang memiliki kekayaan bersih

paling banyak 10 (sepuluh) milyar di luar tanah dan
bangunan.

BABvn
PEMB.ATA~AN

Pal?~ 10

(2)Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan
Perseroan Terbatas Penjarninan Kredit Daerah dan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

(l) Karyawan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah

diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat
pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal9

- 9 -
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Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dapat dilakukan setelah

mendapat. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi,

(1) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar
Rp. 100.OOO.000.000,-(seratusmilyar rupiah).

(2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor

pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25 %

dari modal dasar atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua
puluh lima milyar rupiah).

(3) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pemerintah Provinsi;
b. Pemerintah Kabupaterr/Kota se-Provinsi Sumatera
Selatan;

c. PT.Bank Sumsel Babel;

d. PT.BPRSumsel ; dan
e. Pemegang saham lainnya.

(4) Besarnya modal partisipasi sebagaimana dimkasud pada
ayat (3) akan ditetapkan dalam ane;~aran dasar dan

anggaran rumah tan~ga.
Pasa] !;?

(2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas
Penjaminan KreditDaerah diatur dalam an~aran dasar.

(1)ModalDasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

BAS VUI
PERMOP.AM.N

Pasal 11

(7)Batasan (Gearing Ratio) yan~ besarnya mengikuti
peraturan perundang-undangan.

- 10 -
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(1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin
dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi
kewajibannya.

BA.l.3.X
KLAIM DAN PERA.LJHAN HAK TAQJH

Pasal J6

(4) Penyisihan laba bersih sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan untuk meningkatkan dana cadangan dan
modal Perseroan Terbatas yang besarannya ditetapkan
olen RUpS,

(2) 8esamya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara

lain:

a. risiko yang dijamin;
b. jangka waktu Penjaminan;

c. biaya administrasi urnum, operasional dan pemasara.n;
dan

d. keuntungan,

(3)Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan,

menerima IJP.
melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin(1) Dalam

SA.l.3JX
IMBAL JASA PENJAMJ:NA.N

Pasal lS

(3)Setiap pemej?;an~ saham mendapatkan perlindungan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundan~­
undangan.

(2)Nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah adalah saham atas nama.

- 11 -
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Peraturan Daerah ini dapat juga disebut dengan Peraturan
Daerah tentang PT.Jamkrida Sriwijaya.

BAB XUI
I\~T~NTVAN PENVTl,JP

Pasal 19

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku
setelah mendapatkan Iaporan keuangan yang diterbitkan
oleh Auditor Independen.

(l)Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam
menjalankan dan mengeloia perusahaan penjaminan kredit

daerah dilakukan oleh Dewan Kowsarj.s .berdasa.rksm
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BA.13 XlJ
PENGAWASAN

Pasa] H3

(2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan
disarnpaikan kepada Dewan Komisaris setiap 3 (ti~a)
bulan sekali.

(1) Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah wajib memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

).31\]3 X.I
P~.LAPORl\J'l
PasalJ7

(4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional,

(3)Penjamin dan penerima jaminan dapat melakukan upaya
penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri­
sendiri.

(2)Sejak kiaim dibayar oleh penjamin hak tagih penerima
jaminan kepada terjamin beralih rnenjadi hak tagih

penjamin (subgrogasi).

- l~-
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SEKRETARlSDAl!;RAHPROVINSI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Juni 2012

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2012

Agar setiap oranli: rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lernbaran Daerah Provinsi Surnatera $eJal51,p.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga;

diundangkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit

Daerah.

Pasal20
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